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ABSTRAK
Hana Ayu Pertiwi. 2012. E0012173. PENANGANAN PELANGGARAN MONEY
POLITICS PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI DAN
WALIKOTA TAHUN 2015 OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU REPUBLIK
INDONESIA. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
Penelitian ini mendeskripskan dan mengkaji permasalahan pertama mengenai
penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu RI terhadap pelanggaran money politics pada
pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2015. kedua, Solusi Hukum seperti apakah
yang dapat mengatasi permasalahan dalam penanganan Pelanggaran money politics pada
pemilihan Tahun 2015 oleh Bawaslu RI
Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis data
sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder. teknik pengumpulan data yang digunakan
teknik pengumpulan data studi pustaka berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen dari
media cetak maupun media elektronik. teknik analisis data yang digunakan adalah metode
deduktif.
Hasil penelitian menjelaskan terlaksananya pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Tahun 2015 dengan adanya pelanggaran money politics, penanganan dilakukan oleh Bawaslu RI
dan Penindakan oleh Panitia Pengawas Pemilu beserta sentra penegakkan hukum terpadu sesuai
locus delictinya namun belum terlaksana dengan baik, ditandai munculnya permasalahan
sejumlah 929 pelaporan money politics tidak dapat diteruskan, kendala intern laporan dan ekstern
laporan yang menimbulkan permasalahan muncul, dengan solusi hukum yang dapat ditawarkan
dilakukan revisi aturan berkaitan dengan waktu pelaporan, menyamakan pemahaman yang
beraitan dengan money politics, dan perbaikan atau pemberdayaan sistem informasi publik atau
mengadakan sarana sosialisasi.
Kata Kunci: Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2015, Permasalahan Penanganan
Pelanggaran money politics oleh Bawaslu RI, Solusi Hukum
ABSTRACK
Hana Ayu Pertiwi. 2012. E0012173. THE OFFENCE OF HANDLING MONEY POLITICS
ON THE CONDUCT OF THE ELECTION OF GOVERNORS, REGENTS AND MAYORS
OF THE 2015 ELECTION WATCHDOG AGENCY BY THE REPUBLIC OF INDONESIA.
Legal Research (Skripsi). Faculty of law Sebelas Maret University.
This research about examines the first problems and to describe about the handling
performed by The Election Watchdog Agency Of The Republic of Indonesia violations against
money politics in the election of the Governor, Regents, and the Mayor's 2015. Second, as to
whether the legal solutions that can overcome the problems in the handling of violations of
money politics in an election year 2015 by The Election Watchdog Agency Of The Republic of
Indonesia
Legal research this Normative legal research is overwhelmingly prescriptive. Secondary
data types include primary and secondary legal materials. The technique of Data collection that
is used for library studies data collection Techniques in the form of legislation and documents
from the media, both print and electronic media. Data analysis technique used is the deductive
method.
The research describes the implementation of the Election of Governors, Regents and
Mayors by 2015 with a breach of money politics, the handling is done by The Election Watchdog
Agency Of The Republic of Indonesia and Dealt with by The Committee of Trstees elections
along with integrated law enforcement centers upon there locus delicti but haven’t done well,
marked the emergence of a number of issues 929 reporting money politics cannot be forwarded,
internal reports and external constraint reports causing problems appear as solutions of law
carried out a revision of the rules relating to the reporting time the understanding, equating
beraitan with money politics, and improved public information system or empowerment or form
a means of socialization.
Keywords: Election of Governors, Regents and Mayors by 2015, the problems of Handling
violations of money politics by The Election Watchdog Agency Of The Republic of Indonesia,
legal solutions
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